A.

BAB IV
POLA KEPEMIMPINAN
NU DAN MUHAMMADIYAH SERTA

PENGARUHNYA TERHADAP FIQH DI INDONESIA

Gaya Kepemimpinan Dewasa Ini
Selanjutnya disebutkan beberapa model atau gaya
kepemimpinan vang ada dewasa ini, yaitu

1. Gaya otokratik atau diktatorial, vaitu apabila
dalam kepemimpinannya menunjukkan sikap ego yang
tinggi, sehingga menganggap orang lain sebagai
bawahannya.

2. Gaya militeristik, yaitu kepemimpinan dengan sistem
komando di dalam menggerakkan bawahannya.

3. Gaya paternalistik, yaitu suatu sistem kepemimpinan
yang kurang memberikan kepercayaan pada Dbawahan
untuk mengambil keputusan melalui mekanisme
pendelegasian wewenang.

4. Gayva kharismatik. wvyaitu suatu gaya kepemimpinan
vang dimiliki seseorang vang punya wibawa dan
memiliki dava tarik yang amat ©besar, sehingga
dengan mudah dapat diterima oleh pengikutnya yang
besar.

S. Gaya laissez faire, yaitu model kepemimpinan yang
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Memberikan peringatan.

6. Membert petunjuk.

7. Musyawarah

8. Kebebasan berpendapat ( Syaifuddin, 1996 : 160 -
162 ).

NU dan Figqh Hasil Muktamar
Ada beberapa masalah yang perlu kita ketahui
tentang figqh vang dicetuskan oleh NU melalui muktamar
— muktamarnva vang ada kaitannya dengan politik atau
dengan kata léin ada faktor - faktor eksternal vang

bernuansa politik. antara lain
1. Pada tahun 1935, tepatnya 9 Juni 1935 atau 19
Rabi'ul Awal 1355 H ( Masyhuri, 1997 : 130 ) NU
mengadakan muktamar yang ke - 11 di Banjarmasin.
Dalam muktamar itu NU membuat keputusan dalam

kaitannyva dengan pembelaan negeri dari ancaman

mus-wh bahwa Indqge§igw”-adalahfranegﬁrj - muslim
( ). Pada waktu itu kenyataannya Indonesia
dikuasai oleh Penjajah Belanda, namun tidak

menghalangi NU membuat keputusan itu. Karena

kenvataan mavoritas penduduknya beragama Islam dan

umat Islam bebas menjalankan syari'at agama.

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan adalah
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wajib membela negeri yang -mayoritas penduduknya
muslim dari ancaman musuh ( Haidar, 1994 : 329 ).
Dalam AHKAMUL FUQAHA ' disebutkan bahwa
sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan negara
Islam. Karena telah pernah dikuasai sepenuhnya
oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum
penjajah kafir, tapi nama negara Islam tetap
selamanya ( Masyhuri, 1997 : 138 ). Keterangan
selanjutnya diterangkan dalam kitab BUGHYATUL
MUSYTARSYIDIN bab hudnah .
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( Ba Alwi, TT. : 254 ).
Kaidah figh vang dipakai sebagai dasar
pemikiran NU untuk menyikapi gejala - gejala sosial

politik di atas adalah

5 o
a. Kaidah figh : j Y o A
? ¥ A oN Ab/ VAN
Artinva : "Kewajiban vang tidak mungkin dJWUJud—

kan secara utuh tidak boleh ditinggal-
kan selamanya."



b. Kaidah figh : %\;.l\__b.éf,ﬁ:\;j; ,Cjﬁ -

Artinva : "Menolak kerusakan harus didahulukan
daripada melaksanakan kemaslahatan
yang justru mengandung resiko lebih

besar."”
) . /)/’/f,/) ///c/n S e,
c. Kaidah fiqgh : hJV: & Q&)u UOJL»‘
Artinya : "Apabila terjadi kemungkinan komplika-

si bahaya, maka dipertimbangkan bahaya
yang Iebih besar dengan melaksanakan
yang paling kecil resikonya" ( Haidar,
1994 : 321 — 322 ).
Dalam muktamar ke - 2 di Surabaya pada tanggal 9
Oktober 1927 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul
Tsani 1346 H ( Masvhuri, 1997 : 20 ) NU memutuskan
hukum memakai dasi, celana panjang, dan topi.
Keputusannva menyebutkan bahwa apabila memakainya
itu sengaja meniru orang kafir wuntuk turut
menyemarakkan kekafirannya, maka hukumnya itu
kafir. Apabila sengaja turut meyemarakkan hari raya
dengan tidak mengingat kekafirannya, maka hukumnya
tidak kafir, tapi berdosa. Apabila tidak sengaja
meniru sama sekali, tapi hanya sekedara berpakaian
demikian, maka hukumnya tidak terlarang cuma
makruh. Sebagaimana dijelaskan dalam FATAWIL KUBRA

dan BUGHYATUL MUSTARSYIDIN hal 248.
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Keputusan tersebut memang bagus dan sesuai

7.

BCCEWE PR ot WYy Ie

dengan tuntutan zaman pada waktu itu. Karena saat

itu masih bercokolnya Kolonial Belanda dan
Indonesia pada saat itu masih dalam belenggu
penjajahan. Oleh karena itu dalam rangka
menumbuhkembangkan semangat patriotiSme dan

*

nasionalisme vang anti penjajah, maka diambillah
keputusan yang bernuansa semangat juang untuk tidak
sama dengan penjajah vang kafir itu. Berhubung
penjajah Kolonial Belanda pada waktu itu berpakaian
dengan dasi dan celana panjang, maka siapa saja
yang meniru mereka berarti termasuk golongan mereka
pula. Hal ini bisa disandarkan pada hadits Ibnu
Umar r.a
o A TGt S ol g ¥ 5. "
O 800505 A7 ff"‘"j_}q/é ?}u/uk‘]ﬁ: ({‘i’oﬁw‘Jdeb
Artinya : "Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa
yang menyerupai sesuatu kaum, maka 1a

termasuk golongan mereka” ( lihat Subu-
lus Salam, hal 175 juz 4 ).

Kemudian pada muktamar di Situbondo th. 1984 NU



119

memutuskan untuk menerima Pancas11a ~sebagai azas

tunggal. Hal ini diéebabkan oleh dua hal. Pertama ,

karena n11a1 - nilai yang ada dalam Panca511a itu

dianggap baik dan tid&kwkmrf@n%angagwdengan nilai
ajapgp;lgl@m. Bahkan menurut KH. Ahmad Siddiq bahwa
p;nerimaan Pancasila sebagai azas tunggal semata -
mata karena motivasi agama. Kedua, karena lung51

dari Dancas*la 1tu adalah sebagai mu'ahhadah atau

e

misaq, kesepakatan éntara ‘umat Islam dengan
golongan lain untuk mendirikan negara di Indonesia
ini. ( Haidar, 1994 : 290 ).

Adapun dalil - dalil yang dipakai di dalam
menerima Pancasila sebagai azas tunggal dalém
kehidupan berbangsa dan bernegara adalah
1. Berdasarkan kaidah fiqh bahwa apa yang tidak

dapat dicapai seluruhnya, elemen yang sudah
dicapai tidak ditinggalkan. Memang keinginan
untuk menjadikan Islam sebagai azas negara, akan
tetapi untuk mencapai itu masih belum
memungkinkan atau paling tidak mengalami
kesulitan dan bahkan bisa jadi bumerang bagi

dirinya sendiri dan umat Islam.

o

kaidah figh bahwa menghindarkan bahaya
didahulukan atau diutamakan daripada

melaksanakan ( kewajiban ) yang baik.



120

3. Kaidah figh bahwa memilih bahaya yang lebih
ringan daripada yang lebih besar resikonya,
dalam hal ini bila terjadi dua hal yang sama -
sama berbahaya.

4. Kaidah wushul fiqh bahwa jika suatu kewajiban
tidak bisa dicapai dengan sempurna kecuali
dengan syarat tertentu, maka syari'at itupun
menjadi wajib. Menurut Al Ghazaly, telah menjadi
kewajiban bagi setiap muslim untuk mewujudkan
tertib agama dalam arti agama bisa diwujudkan
secara nyata dalam kehidupan manusia. Untuk
mencapai itu semua tidak mungkin dilaksanakan
tanpa tertib sosial. Maka tertib sosial

merupakan persyaratan bagi terwujudnya tertib

agama. .

SRR S
Dengan demikian, jika tertib agama merupakan
suatu kewajiban. maka tertib sosial itupun

menjadi wajib ( Haidar, 1884 : 295 - 296 ).

telah diambil oleh NU dalam menyikapi berbagai
persocalan melalui muktamar - muktamar ataupun
bahtsul masail yang dirasa oleh nuansa - nuansa

politisnya. Dan tentunya masih banyak masalah -



121

masalah vang perlu kita kaji sehubungan dengan
adanya tuntutan dan perkembangan zaman. Sebab
sebagaimana kita mafhum bersama bahwasannya hukum
itu selalu berubah sesuai dengan perubahan dan

perkembangan zaman dan tempat.

C. Muhammadiyah dan Fiqh Produksi Majlis Tarjih

Dalam perjalannya yang begitu panjang
Muhammadivah tampaknya tidak bisa terhindar dan
terlepas dari pergumulan zaman. Tantangan yang
dihadapi organisasi ini tampaknya semakin hari semakin
pelik seirama dan sesuai dengan tingkat pola pikir,
dinamika dan gava hidup masyarakat industri. Tuntutan
masyarakat agraris sangat berbeda dari tuntutan
masyarakat industri. Lebih - lebih lagi pada
masyarakat industri tingkat lanjut. Problema
psikologis masyarakat industri sangat berbeda dari
masyarakat agraris ( Abduilah, 1997 : 56 ).

Dengan demikian, maka kebijakan - kebijakan
hukum vang diambil oleh Muhammadiyah melalui majlis
tarjihnva senantiasa bertolak dari perkembangan zaman
vang selalu berubah. Di samping itu juga karena memang
keberadaan Muhammadivah sebagai gerakan pembaruan

dalam Islam. maka wajar bila keputusan - keputusan
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itu juga seiring dengan perubahan waktu dan tempat.

Sebagaimana kaidah ushul figh

s 922, //,/94// Ao B Sl g
Sl N o SN
Artinya : "kebijakan hukum itu bisa saja berubah

sesuai dengan situasi dan kondisi dimana
hukum itu diberlakukan."
Kita tahu bahwa gerakan pembaharuan dalam Muhammadiyah
tidak harus selalu bermakna merubah hukum lama dengan
hukum baru, melainkan cara pandang dan pemahaman kita
vang diperbaharui.

Sementara itu menurut pengamatan penulis apa
vang telah diputuskan oleh Muhammadiyah melalui majlis
tarjihnya tentang hukum - hukum Islam ( baca : figh )
tidak ada yang secara jelas bermuatan politik. Kecuali
tentang larangan memajang foto KH. Ahmad Dahlan --
Pendiri Muhammadiyah -- vang kemudian larangan itu
dicabut kembali setelah muktamar tarjih tahun 1968
( Basyir. 1996 . 279 ). Akan tetapi motif dari
pelarangan itu lebih tertekan pada tujuan untuk
mencegah kemungkinan datangnya bahaya kemusyrikan.
walaupun sebenarnva KH. Ahmad DPahlan termasuk salah
satu tokoh pahlawan nasional yang selayaknya bahkan
seharusnva fotonva dipampang agar dikenal oleh

masyarakat luas.





